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SALINAN

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 15 TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN
KEDALUWARSA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal ll ayat
(3), Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 17 ayat ( 3) Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2Ol9 tentang Reribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tenta-ng Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan, Penagihan dan Kedaluwarsa Retribusi
Pelayanan Tera/ Tera Ulang;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (l*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagai63112 telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



4.

5.
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2
Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Teta
Ulang (l,embaran Daerah Kabupaten Badung Tahun
2019 Nomor 2, Tambahan l,embaran Daerah
Kabupaten Badung Nomor 2);

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN
KEDALUWARSA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA
ULANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Badung.
3. Bupati adalah BuPati Badung.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perdagangan Kabupaten Badung yang selanjutnya
disebut Dinas adalah Dinas yang menangani urusan
Pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.

5. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas
yang melaksanakan kegiatan Tera / Tera Ulang Alat-
alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan
pengawasan dibidang Metrologi Legal.

6. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat
yang wajib di Tera/Tera Ulang atau wqjib diuji-

6.

Menetapkan



7.

3

Tera adalah hal menandai dengan tanda Tera Sah
atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan
keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tera
Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang
berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
Tera Ulang adalah hal menandai dengan tanda Tera
Sah atau Tera Batal yang berlaku atau memberikan
keterangan tertulis yang bertanda Tera Sah atau Tera
Batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang
berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang
dijalankan atas UT'IP yang telah ditera.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terhutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi
serta pengawasan penyetorannya.
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang
selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan
yang menurut Peraturan Perundang-undangan
retribusi diw4jibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.
Setiap Orang adalah orang pribadi atau Badan.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi
yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi
yang terhutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kbih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit
retribusi lebih besar dari pada retribusi yang
terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/
atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk mengu,ji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.
Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang
sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati
untuk rnemperingatkan wajib retribusi untuk
melunasi retribusi yang terhutang.

8.

9.
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Kedaluwarsa adalah masa retribusi yang melampaui
tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terhutangra retribusi daerah.
Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib
dibayar oleh wajib retribusi kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat
dinilai dengan uang sebagai akibat telah
diberikannya pelayanan retribusi.
Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah
Kabupaten Badung.

BAB II
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

Pelayanan Tera/Tera Ulang dapat dilakukan di
Kantor atau di tempat UTTP.

Setiap Orang yang ingin mendapat Pelayanan
Teraf Tera Ulang di Kantor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak diwajibkan mengajukan
permohonan pelayanan Tera/Tera Ulang.

Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan
Tera/Tera Ulang di tempat UTTP sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) harus mengajukan
permohonan kepada Bupati up. Kepala Unit
Metrologi l,egal pada Dinas.

Setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan
Teraf Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan ayat (3) harus melampirkan:
a. fotocopg Kartu Tanda Penduduk elektronik

(KTP -el) pemilik UTTP;
b. fotoapg Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
c. fotocopg Akta Pendirian Perusahaan dan /atau

perubahannya; dan
d. daftar UTTP yang akan di Tera atau di Tera Ulang.

Pasal 3

(1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan dengan
menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis,
kupon, dan/atau kwitansi.

(3) SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan dalam 3 (tiga) lembar terdiri
dari :

a. lembar I (satu) diberikan kepada wajib retribusi
sebagai dokumen untuk melakukan pembayaran
retribusi;

20.

(1)

(21

(s)

(4)
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b. lembar 2 (dua) sebagai arsip dan alat kendali
pembayaran retribusi pada Dinas; dan

c. lembar 3 (tiga) sebagai arsip dan alat kendali
pembayaran retribusi pada Unit Pelaksala Teknis
Daerah (UF'fD) Metrologi Legal.

(4) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
harus dilakukan secara tunai atau non tunai dan
lunas.

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di Kas Umum Daerah melalui
Bank yang ditunjuk atau di Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang
ditetapkan oleh Bupati.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus menyetor ke Kas Umum Daerah paling lambat
1 (satu) hari kerja.

Apabila jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan
hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh
pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

{1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(21

(3)

Pasal 5

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran retribusi,
wajib retribusi harus mengaj ukan permohonan
seCara tertulis pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi kepada Bupati up. Kepala Unit Metrologi
Legal pada Dinas.

Bupati dalam jangka waktu paling iama 12 (dua

belis) bulan, sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan KePutusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada

"y.t 
(2\ telah terlampaui dan Bupati 

- 
tidak

mernberikan suatu Keputusan' perrnononan
pengembalian pembayaran retribusi dianggap
bit 

"brlt 
u..t dan SKRDLB harus diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utan g retribusi tersebut.

(4)



(1)

(2\

(3)

(4)

(s)

(6)

o

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB.

BAB III
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 6

Wajib Retribusi yang tidak membayar retribusi tepat
pada waktunya dan kurang bayar wajib ditagih.

Pemerintah Daerah melaksanakan penagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi sebagairnana dimaksud pada
ayat (21 didahului dengan surat teguran yang
dikeluarkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) Metrologi Legal.

Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari keg'a sejak jatuh tempo pembayaran-

Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi harus
melunasi retribusi terutang.

Penerbitan STRD dan surat teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat da-lam 3
(tjga) lembar terdiri dari :

a. lembar 1 (satu) diberikan kepada Wajib Retribusi
untuk diketahui dan dilaksanakan;

b. lembar 2 (dua) sebagai arsip dan alat kendali
pembayaran Retribusi pada Dinas; dan

c. lembar 3 (tiga) sebagai arsip dan alat kendali
pembayaran Retribusi pada Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UP[D) Metrologi Legal.

Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada
ayat {21 tercantum dalam t ampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati int.

BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG KEDALUWARSA

(71

Pasal 7

(1) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dapat
mengusulkan penghapusan piutang retribusi kepada
Bupati.
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(2) Usulan penghapusan piutang retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara
bersyarat atau mutlak.

(3) Setiap akhir tahun kalender, Kepala Dinas membuat
Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Daftar
Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi kepada
Bupati.

(4) Usulan penghapusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah memperoleh pertimbangan
penghapusan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Piutang dan lrlang Negara.

(5) Penetapan penghapusan piutang retribusi
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(6) Usulan, pertimbangan dan penetapan penghapusan
piutang retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan
Peraturan Perundang- undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 14 APril 2020

BUPATI

GIRI PRASTA

Diundangkan di ManguPura
pada tanggal 74 APril 2O2O

SEKRETARIS D UPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2O2O NOMOR 15



8

Salinan sesuai dengan aslinya

PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 15 TAHUN 2O2O
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN
KEDALUWARSA RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NIP. 19720510 199903 1008


